KOMPAS, SENIN, 14 MEI 2018

Yakinkah Anda tujuan gerakan
reformasi 1998 di Indonesia
akan tercapai?

5,1% Tidak tat]u

Tidak
yakin

Yakin

Perlukah generasi muda
memahami sejarah peristiwa
gerakan reformasi 19987

Tidak perlu
4,8%

3,6% Tidak tahu

Sumber: Litbang Kormpas/YOH, diolah dar pemberitaan Kompas dan berbagai sumber
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Melawan Lupa Relormasi

Gerakan reformasi menjadi catatan sejarah Indonesia yang tak mudah terhapuskan. Agenda _r_eformasi.hingga kini masih menyisakan
pekerjaan rumah. Cita-cita reformasi perlu dijaga dan ditransformasi dari generasi ke generasi.

BJ Habibie
Latar belakang: Sipil
Periode kepresidenan:
21 Mei 1998-20 Oktober 1999

dejakisejumlah peristiwa:

» Melahirkan paket UU Politik {UU
No. 2/1999 tentang Partai
Politik, UU No. 3/1939 tentang
Pemily, UU No. 4/1999 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, dan DPRD) ;

» Menggelar Pemilu 1999
(7/6/1999)

* Pencabutan SIUPP, membuka
kebebasan pers

* Polri lepas dari ABRI {1/4/1998)

* Menggelar referendum Timor
Timur (30/8/1999)

_* Amendemen | UUD 1945

(19/10/1399)

* MPR menolak
pertanggungjawaban
Habibie, ia pun mundur

. dari pencalonan presiden
(20 Oktober 1999)

Kepemimpinan Presiden Indonesia Pascareformasi

Abdurrahman
Wahid
Latar belakang: Sipi
Periode kepreside
20 Oktober 1899-23 Juli 2001

Jejak sejumliah peristiwa:
* Menetapkan Khonghucu

. sebagai agama yang diakui

negara

* Amendemen { UUD 1945
[16/8/2000)

* DPR mengeluarkan
Memorandum | (1/2/20081) dan
Memorandum il (30/4/2001)
untuk Gus Dur

* Mengeluarkan dekrit
pembubaran DPR dan Golkar .
{(23/7/2001)

* MPR memberhentikan Gus Dur
(23/7/2001)

~ Megawati
Soekarnoputri
Latar belakang: Sipil
Periode kepresidenan:
23 Juli 2001-20 Oktober-2004

Jejak sejumlah peristiwa:

* Amendemen il UUD 1945
(10/11/2001} .

* Amendemen IV UUD 1845
(10/8/2002)

* Penghapusan Fraksi TNI/Polri di
parlemen

» UU No 30/2002 tentang KPK
disahkan (27/12/2002).

* UU No 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi disahkan
(13/8/2003).

= Pilpres langsung untuk pertama
kali {2004)

‘Susilo Bambang
Yudhoyono
Latar belakang: Militer

Periode kepresidenan:
2004-2019, dan 2009-2014

. Jejak sejumlah peristiwa:
_ » Perdamaian di Aceh

- (15/8/2005) -

-» Bantuan langsung tunai

dikucurkan. (1/16/2005)

. Pemilihan kepata daerah

digelar secara langsung.

* Presiden pertama diera
reformasi yang menjabat dua
periode. :

- Joko Widodo
. Latar belakang: Sipil
“Periode kepresidenan:

2014-2018

Jejak sejumiah peristiwa:

 Penguatan pembangunan
daerah tertinggal dan terluar

* Tahapan pertama pilkada

- serentak nasional dimulai:
Gelombang | (9/12/2015);

~ . Gelembang If [15/2/2017],

Gelombang !l (27/6/2018)

. » Mengeluarkan 15 Paket

Kebijakan Ekenomi
¢ Program Tax Amnesty °
" [1/7/2016)

-8 Menguntungkan

Menurut Anda, menguntungkan
-atau merugikan gerakan
reformasi 1998 bagi perjalanan
Indonesia ke depan? (Persen)

8 Merugikan

# Biasa saja

Mengalami sgndiri

g 397

313

Mendapat informasi dari
) buku/literatur

413 303
=560 ‘

+* Metode Jajak Pendapat:
-, _Pengumpulan pendapat melalui telepon ini

diselenggarakan Litbang Kompas pada 7-8
Mei 2018. Sebanyak 560 responden berusia
minimal 17 tahun berbasis rumah tangga
dipilih secara acak bertingkat di 16 kota
besar di Indonesia, yaitu-Banda Aceh,
Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang,
Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado,
Makassar, Ambon, dan Jayapura. Jumfah
responden ditentukan secara proporsional di
setiap kota. Menggunakan metode ini pada

" tingkat kepercayaan 95 persen,

nirpencuplikan + 4,1 persen. Meskipun
demikian, kesalahan di luar pencuplikan
dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat
ini mencerminkan pendapat masyarakat
sesuai karakteristik responden di 16 kota
besar.
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angkuman hasil jajak pen-

dapat harian Kompas, pe-

an laluy, menunjukkan,
gerakan reformasi masih tersim-
pan dalam ingatan kolektif pub-
lik. Sebanyak 80,5 persen
responden mengaku tahu peris-

tiwa aksi dan gerakan reformasi -

yang bergulir pada 1998 tersebut.
Pengetahuan mereka tak hanya
didapat dengan mengalami sen-
diri peristiwa tersebut, tetapi juga
dari cerita kolega dan berbagai
sumber literasi. Buku dan sum-
ber bacaan lainnya memberikan
gambaran bagaimana peristiwa
gerakan reformasi dipahami oleh
generasi yang tak mengalami
langsung situasi 1998.
Menariknya, responden yang
tahu langsung peristiwa dua de-
kade silam dan responden yang
mengetahui dari bacaan cende-
rung memaknai reformasi seba-
gai sesuatu yang positif dan’
menguntungkan bagi perjalanan
Indonesia ke depan. Sebaliknya,

responden yang mendapatkan.

informasi dari cerita mulut ke
mulut tentang reformasi lebih
memaknai peristiwa itu sebagai

hal yang merugikan masa depan -

bangsa. ) .
Beda sikap ini tentu tak lepas
dari perbedaan sumber informasi
yang diperoleh. Cerita soal re-
formasi hari ini, boleh jadi, masih
tentang harapan-harapan yang
belum terealisasikan. Jika be-
rangkat dari enam agenda tun-
tutan reformasi, yakni supremasi
hukum; pemberantasan korupsi,
kolusi, dan nepotisme; pengadil-
an terhadap presiden ke-2 RI
Soeharto; amandemen konstitu-
si; pencabutan dwifungsi ABRI;
dan pemberian otonomi selu-
as-luasnya kepada daerah, harus
diakui ada tuntutan yang sudah
terpenuhi dan belum terpenuhi.
Dua hal yang banyak disebut-
kan oleh responden ketika di-
tanya tentang reformasi yaitu
identik dengan turunnya Soehar-
to dari kekuasaan dan kasus ke-
rusuhan Mei 1998. Meski de-

mikian, dua ingatan soal refor-
masi ini tak menutupi apresiasi
publik pada gerakan mahasiswa.
Aksi mahasiswa jadi hal ketiga
yang menempati ingatan kolektif
publik tentang gerakan reforma-
si.

Lima rezim

Lalu, apakah tuntutan refor- -

masi sudah’ terjawab saat ini?
Tentu ada banyak faktor untuk
bisa menjawab tersebut. Namun,

jika mengikuti lima rezim pe- .

merintahan pascareformasi, se-
tidaknya bisa diinventarisasi se-
jauh mana tuntutan reformasi
terpenuhi. Di era pemerintahan
BJ Habibie (21 Mei 1998-20 Ok-

‘tober 1999), misalnya, sebagian -

besar energi terkuras untuk
membuka pintu-pintu demokrasi
yang selama 32 tahun lebih "di-
tutup” rezim Orde Baru. Di era
ini, paket undang-undang politik
direvisi, seperti UU Nomor 2
Tahun 1999 tentang Partai Po-
litik, UU No 3/1999 tentang Pe-
mily, serta UU No 4/1999 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, dan DPRD.

Perubahan -~ undang-undang
berimbas pada perubahan sistem

kepartaian di Indonesia yang’

kembali mengarah ke
multipartai setelah sepanjang pe-
merintahan Orba ”dipaksa” me-
milih tiga partai politik hasil fusi.
Tak heran kemudian Pemilu 1999
yang disiapkan lebih kurang ha-
nya satu tahun diikuti 48 partai
politik. Banyak pihak menyebut
pemilu ini paling demokratis se-
telah Pemilu 1955. Selain itu, di
rezim pemerintahan Habibie pu-
la pintu demokrasi dibuka untuk
insan pers, salah satunya dengan
penghapusan surat izin usaha pe-
nerbitan pers (SIUPP). Kebijakan
ini menjadi simbol kébebasan
pers, kekuatan keempat demo-
krasi. Terlepas kekurangan dari
pemerintahan ini, termasuk soal
lepasnya Timor Timur dari In-
donesia setelah referendum di-
lakukan, pemerintahan Habibie

sukses membuka pintu

keran demokrasi. pas-

ca-gerakan  reformasi.

Namun, penolakan

MPR terhadap pertang-

gungjawaban - Habibie
membuatnya mengun-
durkan diri dari bursa

pencalonan  presiden

1999.

Di periode pemerintahan se-
lanjutnya, transisi penguatan de-
mokrasi dan ekonomi jadi tan-
tangan. Ini terjadi di era Ab-
durrahman Wahid (20 Oktober
1999-23 Juli 2001) dan Megawati
Soekarnoputri (23 Juli 2001-20

Oktober 2004). Gus Dur lebih

menguatkan iklim demokrasi
yang baru terbuka dengan pe-
nguatan pluralisme. Sejumlah
kebijakannya, seperti menetap-
kan Khonghucu sebagai agama
resmi yang diakui negara, ke-
mudian penetapan Imlek sebagai
hari libur nasional, adalah potret
komitmen pemerintahan - Gus
Dur terhadap pluralitas dan ke-
binekaan. Namun, Gus Dur gagal
menyelesaikan pemerintahannya
karena MPR memberhentikan-
nya setelah Gus Dur mengelu-
arkan dekrit yang salah satunya
berisi pembekuan MPR/DPR.

Sementara itu, Megawati yang |-

menggantikan Gus Dur pun tak

mudah melanjutkan estafet pe- |

merintahan. Kondisi perekono-
mian jadi tantangan' di periode

_ Megawati (23 Juli 2001-20 Ok-

tober 2004). Meski demikian, di
era inilah demokrasi elektoral
menemukan momentumnya. Sa-

- lah satu hasil amendemen ke-

empat UUD 1945 adalah me-
kanisme pemilihan presiden se-
caralangsung. Di eraini jugalahir
Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagai amanah undang-undang
dalam pemberantasan korupsi.
Pemilihan presiden- langsung
semakin menguatkan fenomena
demokrasi elektoral, terutama

prak-
; tik pemilihan lang-
sung kepala daerah. Hal ini
mulai terjadi di era pemerin-
tahan Susilo Bambang Yudho-
yono (2004-2014). Demokrasi
elektoral pun menguat di daerah.
Fenomena menguatnya demo-
krasi elektoral terjadi sampai pe-
riode  pemerintahan Joko
Widodo.

‘Kepentingan politik

Tentu demokrasi elektoral tak
bisa dilepaskan dengan mengu-
atnya kepentingan politik elite
yang cenderung mendominasi
pergulatan  politik  nasional.
Hasil jajak pendapat merekam,
kepentingan politik ini dinilai
sebagai  penghambat  paling
besar dari tujuan reformasi. De-
mokrasi elektoral yang melahir-
kan maraknya transaksi politik,
baik antarelite maupun yang me-
libatkan rakyat dengan politik
uang, diakui atau tidak, mela-
hirkan pragmatisme politik. Ke-
pentingan politik yang tak di-

kelola dengan cara-cara beradab
dan beretika melahirkan praktik
politik yang jauh dari nilai-nilai
demokrasi.

Kondisi ini diiringi dengan
praktik korupsi yang kini jadi
musuh bersama bangsa. Tidak

*heran jika korupsi pun dinilai

menjadi penghambat besar ter-
capainya agenda reformasi. Lalu
bagaimana, apakah agenda re-
formasi tetap bisa tercapai jika
kepentingan politik yang mengu-
asai elite dan praktik korupsi
masih menggurita? Tentu per-
jalanan lima rezim pemerintahan
pascareformasi dengan dinamika
politiknya harus diakui melahir-
kan benang merah yang meng-
arah pada pemenuhan tuntutan

reformasi, Apalagi publik yang
diwakili 73,6 persen responden
meyakini, cita-cita reformasi
akan tercapai.

Tentu saja hal ini tak boleh
berhenti pada sebatas keyakinan.
Rakyat harus setia mengawalnya.
Salah satu caranya, mentrans-
formasikan cita-cita reformasi ke
generasi berikutnya. Apalagi ma-
yoritas responden menyatakan,
generasi muda perlu memahami
gerakan reformasi 1998. Hal ini
penting sebagai bagian dari upaya
melawan lupa.

(YOHAN WAHYU/
LITBANG KOMPAS)
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